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LAMPIRAN 1 

INFORMED CONSENT 

PERSETUJUAN MENJADI INFORMAN 

 

Assalamualaikum wr. Wb. 

Selamat Pagi/Siang/Sore 

Mohon maaf saya menyita waktu Bapak/Ibu beberapa menit. Perkenalkan nama saya A. 

Muh. Faudzul Adziim mahasiswa angkatan 2019 Departemen Kesehatan Lingkungan, 

Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. Saya bermaksud melakukan 

penelitian tentang “Evaluasi Program Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Pare-pare, 

Sulawesi Selatan”. Penelitian ini dilakukan sebagai tahap akhir dalam menyelesaikan 

studi di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Hasanuddin. 

Penelitian ini bersifat sukarela. Saya sebagai peneliti akan menjaga kerahasiaan  

identitas dan informasi yang akan diberikan oleh Bapak/Ibu jika bersedia menjadi 

informan, sehingga saya sangat berharap Bapak/Ibu menjawab pertanyaan dengan jujur 

tanpa keraguan. Jika Bapak/Ibu ingin jawaban yang diberkan tidak diketahui orang lain, 

maka wawancara singkat bisa dilakukan secara tertutup. 

Bila selama penelitian ini berlangsung atau saat wawancara singkat informan ingin 

mengundurkan diri karena sesuatu hal (misalnya: sakit atau ada keperluan lain yang 

mendesak) maka informan dapat mengungkapkan langsung kepada peneliti. Hal-hal 

yang tidak jelas dapat menghubungi saya (A. Muh. Faudzul Adziim/089643134472) 

Pare-pare,   2023 

    Peneliti,    

 

 

A. Muh. Faudzul Adziim 
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FORMULIR PERSETUJUAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini:  

Nama    :  

Tanggal lahir/umur  :  

Alamat    :  

No. Hp    :  

Setelah mendengar/membaca dan mengerti penjelasan yang diberikan 

mengenai apa yang dilakukan pada penelitian dengan judul “Evaluasi Program 

Penanggulangan Bencana Banjir di Kota Parepare, Sulawesi Selatan”, maka saya 

bersedia berpartisipasi dalam penelitian ini. Saya mengerti bahwa pada penelitian ini 

maka ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang harus saya jawab, dan sebagai 

informan saya akan menjawab pertanyaan yang diajukan dengan jujur.  

Saya menjadi informan bukan karena adanya paksaan dari pihak lain, tetapi 

karena keinginan saya sendiri dan tidak ada biaya yang akan ditanggungkan kepada 

saya sesuai dengan penjelasan yang sudah dijelaskan oleh peneliti.  

Saya percaya bahwa keamanan dan kerahasiaan data yang diperoleh dari saya 

sebagai informan akan terjamin dan saya dengan ini menyetujui semua informasi dari 

saya yang dihasilkan pada penelitian ini dapat dipublikasikan dalam bentuk lisan maupun 

tulisan dengan tidak mencantumkan nama. Bila terjadi perbedaan pendapat dikemudian 

hari, kami akan menyelesaikannya secara kekeluargaan.  

 

Pare-pare,    2023 

Informan    
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Penanggung Jawab Penelitian :  
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Alamat : BTN Nusa Harapan Permai Blok C3 No.11 Kota Makassar 
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Usia    : ……………………………………………………….. 
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Pendidikan terakhir  : ……………………………………………………….. 

Tempat tugas   : ……………………………………………………….. 
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Gali Informasi Mendalam mengenai 

INPUT 

A. Sumber Daya Manusia 

1. Bagaimana Ketersediaan SDM dalam pelaksanaan kegiatan Program 

Penanggulangan Bencana Banjir? 

2. Berapa jumlah petugas yang melaksanakan program penanggulangan Bencana 

Banjir? 

3. Apakah pernah dilakukan pelatihan penanggulangan Bencana Banjir? 

4. Apakah petugas yang telah diamanahkan dalam kebijakan penanggulangan Bencana 

Banjir hingga kini masih berperan aktif? 

5. Bagaimana menurut anda SDM yang ada sekarang dinilai dari sisi kualitas dan 

kuantitas? 

 

B. Material dan Machine 

1. Bagaimana ketersediaan fasilitas kesehatan untuk menunjang pelaksanaan program 

penanggulangan Bencana Banjir? 

2. Apakah jumlah fasilitas yang harus ada untuk menunjang pelaksanaan kebijakan 

penanggulangan Bencana Banjir sudah tercukupi ? (untuk tenaga kesehatan) 

 

C. Money 

1. Apakah terdapat dana khusus yang dianggarkan dalam pelaksanaan program? 

2. Jika ia, darimana dana khusus yang dialokasikan untuk pelaksanaan program? 

3. Apakah dana yang tersedia cukup untuk melaksanakan program? 

 

PROSES 

A. Perencanaan dan Manajemen Sumber Daya 

1. Bagaimana bentuk pembagian tugas dalam pelaksanaan program? Apakah sesuai 

keahliannya? 

2. Apa saja yang dilakukan dalam perencanaan program penanggulangan Bencana 

Banjir di Kota Pare-pare. 

3. Bagaimana bentuk Pemantauan/pengawasan terhadap Program Penanggulangan 

Bencana Banjir  yang sedang berjalan ? 

 

B. Pengorganisasian Program 

1. Apakah dilakukan kerja sama lintas sektor yang erat? Bagaimana bentuk kerja sama 

antar sektor? 

2. Bagaimana sosialisasi terhadap kelompok sasaran tentang program 

penanggulangan Bencana Banjir? 

 

C. Pelaksanaan Program 

1. Apakah pelaksanaan kebijakan program penanggulangan Bencana Banjir sesuai 

SOP atau pedoman? 

2. Apa saja SOP yang diterapkan dalam melaksanakan kebijakan penanggulangan 

Bencana Banjir? 
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3. Apakah pelaksanaan kebijakan program penanggulangan Bencana Banjir sesuai 

dengan SOP yang ada? Jika tidak, apa saja yang menjadi kendala? 

4. Bagaimana tahapan pelaksanakaan program penanggulangan Bencana Banjir? 

 

OUTPUT 

A. Keberhasilan program 

1. Apakah ada perubahan terjadinya penurunan kasus Bencana Banjir? 

2. Apakah program penanggulangan Bencana Banjir sudah maksimal dalam 

pelaksanaannya ? 

3. Bagaimanakah kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam 

rangka penanggulangan Bencana Banjir di Kota Parepare? 

4. Bagaimana arah perubahan sebelum dan setelah adanya kebijakan 

penanggulangan Bencana Banjir? 

5. Bagaimana pengaruh budaya masyarakat dalam penanggulangan bencana banjir? 
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MATRIKS HASIL PENELITIAN 

EVALUASI PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA  

BANJIR DI KOTA PAREPARE 2023 

1. INPUT 
a. Sumber Daya Manusia 

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Kalau SDM di BPBD itu, alhamdulillah cukup 

menurut saya ya baik dari PNS-nya kemudian 

PTT-nya ditambah lagi dengan tim reaksi 

cepat (TRC) itu yang sangat berpengaruh 

bagi kami untuk di lapangan.  

Kemarin ada di Barru dilaksanakan oleh 

BPBD Provinsi, kami sempat mengirim 

anggota kami 4 orang untuk dilakukan 

pelatihan disitu.  

Sumber Daya Manusia yang ada di 

BPBD Kota Parepare terdiri dari 3 

komponen yaitu PNS, PTT, dan 

TRC.  

Pelatihan sudah sering dilakukan 

kepada para petugas. Pelatihan 

diselenggarakan oleh BPBD 

Provinsi.  

Dalam pelaksanaan program 

penanggulangan bencana 

banjir di BPBD Kota Parepare 

terkhusus untuk Sumber Daya 

Manusia telah mencukupi 

secara kuantitas dan kualitas. 

dimana setiap tahunnya 

diberikan pelatihan dari BNPB, 

BPBD Provinsi, Pemerintah 

setempat, dan hasil kolaborasi 

program dari BPBD Kota 

Parepare dengan beberapa 

stakeholder terkait. Pada 

tingkat kecamatan dan 

kelurahan sendiri juga aktif 

berpartisipasi dalam membuat 

dan membantu program 

penanggulangan bencana 

banjir. Pembentukan tim 

Kelurahan Tangguh sudah 

EH, 41 

tahun 

Sumber daya manusia sendiri yang dari 

tenaga staf kita juga cukup untuk dari tenaga 

pegawai dan tenaga honorer. Jumlah 

keseluruhan dari staff dengan TRC itu sekitar 

60-an. Seperduanya itu adalah TRC. 

Iya, kalau kegiatan pelatihan itu kita 

laksanakan satu kali dalam satu tahun dan 

sudah menjadi program rutin.  

Ketersediaan sumber daya manusia 

sudah terpenuhi. Sebagian besar 

didukung oleh TRC (Tim Reaksi 

Cepat). Jumlah keseluruhan staff 

dan TRC kurang lebih sebanyak 60 

pegawai. 

Pelatihan dilaksanakan satu kali 

dalam setahun dan merupakan 

program rutin.  

R, 40 

tahun 

Terkait sumber daya manusia yang terkhusus 

di bidang dua ini kami alhamdulillah ya ini 

terkhusus untuk BPBD di Kota Parepare itu 

SDM sudah mencukupi. Didominasi 

oleh tim reaksi cepat sebanyak 30 

orang. 
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kami setiap harinya standby itu ada sekitar 30 

orang. Jadi kalau secara internal ya kami 

dikatakan cukuplah.  

Untuk pelatihan iya, iya. Jadi kemarin 

sebetulnya terkait untuk pelatihan banjir itu 

tiap tahun kita lakukan supaya lebih teman-

teman lebih sigap, lebih siap, supaya 

konsentrasinya juga bagus kembali 

mengingatkan seperti apa yang harus 

dilakukan pada saat melakukan evakuasi 

pertolongan di lapangan. 

Pelatihan dilakukan tiap tahun.  terlaksana di beberapa 

kelurahan.  

S, 43 

tahun 

Yang kedua memang tenaga kita itu sangat 

kurang, tenaga kita sangat kurang dalam 

penanganan pasca bencana. Contoh yang 

terjadi di bulan November dan bulan Februari. 

Kita harus mendata warga yang terdampak 

bencana alam itu kurang lebih sekitar 1500-

an kepala keluarga. Sementara SDM yang 

kita miliki itu hanya 5 orang yang tahu betul 

persoalan ya.  

SDM khususnya di bidang 

Rehabilitasi dan Rekonstruksi masih 

kurang untuk menangani program 

pasca banjir seperti mendata warga 

yang terdampak. 

B, 35 

tahun 

Kalau untuk tim TRC sendiri itu berjumlah 31 

orang. Itu sudah termasuk dengan 

koordinator, anggota 30. Itu 30 dibagi 3, jadi 3 

regu tambah 1 koordinator.   

Jadi setiap tahun itu, kami selalu melakukan 

pelatihan untuk SDM personal di lapangan 

baik itu di kegiatan water rescue, vertical 

Ketersediaan SDM dari segi 

kuantitas khususnya tim TRC 

berjumlah 31 orang yang dibagi ke 

dalam 3 regu. Dari segi kualitas 

sudah cukup baik. Pelatihan SDM 

dilakukan setiap tahun dalam 

rangka meningkatkan pengetahuan 
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rescue untuk keperluan kebencanaan itu 

selalu dilaksanakan setiap tahun. 

 

dan keterampilan SDM dalam 

menghadapi situasi bencana. 

HH, 44 

tahun 

Kalau di TRC, 3 dengan total sekarang 

tambah 1 koordinator, 3 regu per sepuluh jadi 

31. Alhamdulillah, pelatihan-pelatihan itu 

seperti misalnya kami dulu baru 3 – 4 bulan 

terbentuk, sudah langsung masuk pelatihan 

potensi dengan Basarnas dalam water 

rescue. Kemudian selang satu tahun 

kemudian, pelatihan vertical rescue juga 

dengan Basarnas. Kemudian kembali lagi 

bekerja sama dengan KSOP, kembali lagi 

water rescue lagi. Alhamdulillah, kemarin lagi 

pada saat ini latihan karena ini juga latihan 

gabungan dengan teman-teman dari SAR 

Brimob dengan Kodim. 

TRC terdiri dari 31 orang. Pelatihan 

SDM sering dilakukan. Bahkan 

dilakukan latihan gabungan 

bersama dengan Basarnas, KSOP, 

dan tim SAR Brimob dan Kodim.   

A, 32 

tahun 

Jadi kami ada tim di kecamatan yang 

dikoordinir oleh camat itu tergabung di 

dalamnya ada FORKOPINCAM, Forum 

Pimpinan Kecamatan, di dalamnya ada Pak 

Kapolsek, Pak Danramil, di dalamnya unit 

puskesmas, UPTD, Puskesmas Lapadde, 

dan UPTD Puskesmas Madisingemario. 

Ketersediaan SDM cukup, ketersediaan SDM 

cukup dibantu dengan masyarakat, tokoh 

masyarakat yang sudah diberikan pelatihan. 

Di tingkat kecamatan dibentuk 

sebuah tim bernama 

FORKOPINCAM yang terdiri dari 

Camat, Kapolsek, Daramil, 

puskesmas, UPTD, dan tokoh 

masyarakat.  
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F, 36 

tahun 

Kalau kami disini biasanya seluruh kepala 

seksi ini artinya 5 orang seluruh kepala seksi 

turut serta langsung ke lokasi banjir. 

Kemudian dengan biasanya tim dari 

sekretariat. Kisaran sekitar 10 orang. 

Pihak Kecamatan Bacukiki Barat 

juga turut aktif dalam program 

penanggulangan bencana banjir. 

Kisaran tim berjumlah 10 orang. 

DH, 34 

tahun 

Yang kedua berdasarkan dari petunjuk dari 

tim BPBD, Badan Penanggulangan Bencana 

Daerah Kota Parepare itu kami disarankan 

untuk membentuk di seluruh kelurahan 

menjadi Kelurahan tangguh dimana ada satu 

personil yang memang bisa sebagai corong 

kami dalam hal penanganan-penanganan 

pencegahan bencana. Hampir tiap tahun 

kalau di Kecamatan Soreang hampir tiap 

tahun.  

Berdasarkan arahan dari BPBD 

Kota Parepare, pihak Kecamatan 

Soreang membentuk Kelurahan 

Tangguh di setiap kelurahan yang 

mengetahui dan bertanggung jawab 

terhadap segala hal yang berkaitan 

dengan bencana. Pelatihan 

kebencanaan kepada masyarakat 

juga tiap tahun dilaksanakan. 

SA, 43 

tahun 

Kalau dari SDM alhamdulillah sudah cukup, 

sudah lumayan. 

Ketersediaan SDM dalam 

menanggulangi bencana di 

Kecamatan Bacukiki sudah cukup.  

RK, 40 

tahun 

Kalau masalah SDM-nya disini Pak ya cukup, 

cukup karena alhamdulillah dari pemerintah 

kota juga selalu kirim bantuan masuk dan 

banyak juga dari masyarakat-masyarakat lain 

yang datang membantu kita. Jadi kalau 

masalah SDM-nya itu saya kira sudah cukup.  

Ketersediaan SDM pada saat terjadi 

bencana di Kelurahan Lapadde 

tergolong cukup. Ketika terjadi 

bencana, seluruh pihak akan turut 

membantu. Untuk pembentukan tim 

penanggulangan bencana di tingkat 

kelurahan belum ada. 

NM, 40 

tahun 

Kalau Kelurahan Tangguh itu satu orang tapi 

dia membawahi RW. Jadi anggotanya itu RW, 

Dari pihak kelurahan sendiri juga 

membentuk Kelurahan Tangguh 

untuk membantu program 
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disini kan RW 7, 14 RT. Anggotanya 7 RW, 14 

berarti 21 ya.  

penanggulangan bencana banjir di 

tingkat kelurahan.  

SDS, 29 

tahun 

Kalau di Kelurahan Lumpue itu tidak ada tim 

tapi pada dasarnya semua aparat kelurahan 

koordinasi dengan RT, RW, dan babinsa, 

babhimkabtibnas, serta kotelpemka itu 

mempunyai tanggung jawab moril maupun 

tanggung jawab pasti terhadap kejadian atau 

kondisi banjir yang ada di Lumpue.  

Pernah dilakukan oleh Badan 

Penanggulangan Bencana. Kami 

mengirimkan nama-nama warga kami untuk 

ikut pelatihan. Salah satunya itu yang 

dimasukkan ke dalam kelompok Tagana. 

Dalam menanggulangi bencana, 

Kelurahan Lumpue tidak memiliki 

tim. Namun, pihak kelurahan aktif 

berkoordinasi dengan aparat 

setempat. Pelatihan kebencanaan 

kepada warga juga telah 

dilaksanakan oleh BPBD. Tim 

kelurahan mengutus beberapa 

warganya untuk mengikuti pelatihan 

tersebut, termasuk kelompok 

Tagana. 

MTH, 45 

tahun 

Yang jelasnya tiap banjir itu tim BPBD 

langsung ada, malahan ada saya lihat 

kemarin ada perahu anunya juga saya lihat. 

Ya sama-sama mengevakuasi kalau ada 

warga yang terlambat keluarnya, ikut gotong 

royong juga, sekaligus mendata ambil KK 

yang anu toh yang ada kerusakan apa. 

Masyarakat menyatakan bahwa 

setiap banjir, tim BPBD selalu ada. 

Mereka membantu mengevakuasi 

warga serta mendata kerusakan 

pasca banjir. 

BA, 43 

tahun 

Ya alhamdulillah. Kemarin itu, kan pada saat 

banjir itu BPBD turun juga ke lapangan untuk 

melihat warga yang minta bantuan, butuh 

bantuan. Termasuk makannya. Kemudian 

besoknya itu, pasca banjirnya itu, datang 

BPBD dengan apa namanya, pemda, melihat 

keadaan. 

Pada saat terjadi banjir, tim BPBD 

dan pemerintah daerah turun ke 

lokasi banjir untuk melihat warga 

yan terdampak banjir. 
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ASN, 30 

tahun 

Dinas Kesehatan. Posko itu bekerja sama 

sama pak RW, bekerja sama sama 

pemerintah setempat, seperti RW-nya RT-

nya, berkoordinasi mungkin dan ada juga 

katanya bantuannya dari Walikota Parepare 

berupa beras, berupa air minum, air layak 

bersih ya. BPBD iya ada, TNI Polri, tentara itu 

kebanyakan tentara yang membantu karena 

kebetulan itu perumahan eee di belakang itu 

perumahan-perumahan kebanyakan tentara 

yang tinggal disitu.  

Pada saat terjadi bencana banjir, tim 

BPBD, TNI, Polri datang ke lokasi 

titik-titik banjir untuk membantu 

mengevakuasi masyarakat yang 

terdampak untuk dibawa ke posko. 

Posko tersebut dibangun oleh Dinas 

Kesehatan bekerja sama dengan 

pihak RT RW setempat.   

 

b. Sarana dan Prasarana  

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Kemudian peralatannya juga itu yang 

terkhusus itu peralatannya agar supaya 

mendukung bagaimana kalau dia bekerja di 

lapangan, utamanya itu untuk 

keselamatannya antara lain jas hujan ataukah 

helmnya seperti itu mungkin yang harus 

senter ya utamanya senter karena kejadian-

kejadian kalau malam kan tidak menutup 

kemungkinan anak-anak tidak pakai senter 

setengah mati di lapangan, seperti itu. 

Iya, kalau fasilitas kesehatannya itu 

alhamdulillah. Apalagi kalau kita sakit-sakit 

bersebelahan dengan call center, vitamin 

selalu terjamin dari sebelah, dari call center. 

Peralatan di BPBD Kota Parepare 

masih belum lengkap seperti senter, 

helm, dan jas hujan. 

Untuk pelayanan Kesehatan sudah 

sangat memuaskan, didukung 

dengan hadirnya call center 112 

yang kini bersebelahan dengan 

kantor BPBD Kota Parepare.  

Peralatan yang mendukung 

program penanggulangan 

ketika terjadi bencana banjir 

masih belum mencukupi. 

Peralatn-peralatn tersebut 

mencakup senter, tali 

pengaman untuk evauasi, dan 

yang paling penting adalah 

perahu karet. Untuk pelayanan 

kesehatan sendiri sudah 

memuaskan dengan hadirnya 

layanan call center 112, 

bantuan dari Dinas Kesehatan, 

puskesmas setempat, dan 
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Ketika ada teman yang kurang sehat, cukup 

disampaikan saja ke call center langsung 

naik.   

Rumah Sakit Regional Hasri 

Ainun. 

EH, 41 

tahun 

Iya terkait dengan fasilitas kesehatan saat 

terjadi bencana tentu kami dari BPBD itu tidak 

ada yang kita punyai tapi karena adanya 

gedung call center terpadu, semua instansi 

bisa kita gerakkan baik dari puskesmas di 

daerah-daerah tertentu maupun dari call 

center itu sendiri.  

BPBD sendiri tidak memiliki fasilitas 

kesehatan karena sudah ada call 

center yang akan membantu 

menyediakan layanan kesehatan 

kepada masyarakat dan petugas.  

R, 40 

tahun 

Alhamdulillah kalau terkait kesehatan kami di 

BPBD tentunya dibantu dari dinas kesehatan 

juga. Disini 1 x 24 jam call center terpadu 

memberikan jaminan kesehatan kepada 

masyarakat. Jadi begitu ada yang sakit atau 

ada masyarakat yang membutuhkan 

pertolongan kesehatan, langsung didatangi 

cepat. Setelah itu dievakuasi, apa yang 

dibutuhkan, ditindaklanjuti dan dibawa ke 

rumah sakit untuk diberikan perawatan, 

seperti itu kegiatannya. 

BPBD bekerja sama dengan call 

center untuk memberikan layanan 

kesehatan kepada masyarakat. 

S, 43 

tahun 

Fasilitas kesehatannya? Saya ngga bisa 

jawab itu dek karena memang saya belum 

tahu. Saya nda bisa karena itu di luar wilayah 

saya seperti itu.  

Responden tidak menjawab karena 

merasa bukan bagian dari wilayah 

kerjanya. 

 

B, 35 

tahun 

Kalau untuk kita punya alat ini sebenarnya 

masih minim tapi yang ya itu aja yang 

dioperasikan pada saat terjadi bencana. 

Ketersediaan alat penanggulangan 

bencana banjir seperti perahu karet 

masih minim. Untuk fasilitas 
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Kalau untuk alat evakuasi pohon tumbang 

sudah lumayan sih. Kemudian kita punya 

LCR. Ada dua. Kadang banjir itu meluas. Jadi 

umpamakan teman evakuasi sebelah sana, 

ada teriak lagi sebelah sini makanya LCR-nya 

kurang.  

Kalau fasilitas kesehatan itu kita sudah ada 

call center 112 yang standby 1 x 24 jam. 

Mereka selalu ikut ketika ada kegiatan 

evakuasi. Makanya dalam satu tim itu sudah 

lengkap dengan dokternya.  

kesehatan sudah cukup dibantu 

dengan kehadiran call center 112. 

HH, 44 

tahun 

Belum karena sudah banyak yang harus 

diganti karena rata-rata kemarin seperti ada 

berapa sensor yang sudah macet itu. 

Alhamdulillah kalau hampir semua PHL, 

bukan hanya kita tim TRC BPBD Kota 

Parepare, seluruh PHL di Kota Parepare 

diasuransikan di BPJS Ketenagakerjaan.  

 

Untuk sarana prasarana 

kebencanaan masih belum cukup 

karena beberapa alat sudah rusak.  

SDM BPBD Kota Parepare sudah 

diasuransikan BPJS 

Ketenagakerjaan sebagai jaminan 

kesehatan mereka. 

 

A, 32 

tahun 

Namun sekali lagi, kami butuh dukungan 

fasilitas, dukungan sarana ketika terjadi 

musibah banjir ini. Itu tadi yang pertama, 

mungkin kita butuh penerangan, lampu 

senter. Yang kedua kita butuh tali pengaman 

untuk mengevakuasi. Yang ketiga, kita butuh 

pelampung untuk alat pengaman diri dan 

yang terakhir mungkin yang kita paling 

Ketersediaan fasilitas kebencanaan 

masih kurang. Fasilitas tersebut 

mencakup senter, tali pengaman 

untuk evakuasi, pelampung, dan 

perahu karet.  

Ketersediaan fasilitas kesehatan 

sudah sangat mencukupi dengan 

adanya bantuan call center 112 

berkolaborasi dengan Dinas 
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butuhkan itu adalah perahu karet, perahu 

karet.  

Oh kalau fasilitas kesehatan sangat memadai 

dinda, sangat memadai karena kenapa. 

Setiap terjadinya banjir, bahkan sebelum 

terjadi banjir, adanya warning dari BPBD, dari 

BMKG, tim apa, tim call center 112 yang 

dikoordinir oleh tim Dinas Kesehatan itu 

sudah berada di titik-titik  rawan banjir 

walaupun belum ada tanda-tanda air sudah 

naik di permukaan jalan, sudah memasuki 

rumah, mereka sudah bersedia siap di posko 

yang sudah kita tentukan atau posko yang 

dianggap aman dari banjir.  

Kesehatan dan puskesmas 

setempat.  

F, 36 

tahun 

Untuk sarana dan prasarananya mungkin 

karena itu untuk khusus yang di kelurahan ya 

apalagi di Kelurahan Lumpue itu sangat 

dibutuhkan kayak perahu karet begitu karena 

kan untuk mengevakuasi warga yang 

mungkin tidak bisa apa tidak eh yang terjebak 

banjir.  

Untuk fasilitas kesehatan itu alhamdulillah 

terpenuhi karena kami ada satu puskesmas 

ya, Puskesmas Lumpue. Iya jadi ada 

koordinasi tentu itu yang utama biasanya call 

center itu pada saat kejadian itu sudah ada di 

lokasi dan apa membantu warga-warga yang 

memang mungkin macam bilang sesak atau 

Ketersediaan sarana prasarana 

kebencanaan seperti perahu karet 

masih perliu ditingkatkan. Untuk 

fasilitas kesehatan sudah terpenuhi 

dengan hadirnya puskesmas dan 

call center 112. 



79 

 

 

apa mungkin dievakuasi langsung ke rumah 

sakit. 

DH, 34 

tahun 

Itu juga sebagai contoh besar juga di Kota 

Parepare ini ada namanya mungkin adek tahu 

itu di Parepare itu ada call center 112. Disana 

itu penanganan, baik penanganan bencana, 

kesehatan, semuanya bersatu.  

Pelayanan kebencanaan di Kota 

Parepare menerapkan prinsip 

terpadu. Setiap ada kejadian 

bencana, semua pihak harus turun 

Bersama-sama di lokasi kejadian. 

Fasilitas kesehatan juga telah 

memadai melalui bantuan call 

center dan puskesmas setempat. 

SA, 43 

tahun 

Kalau ketersediaan sarana prasarana di 

bidang kesehatan luar biasa, lumayan. Bapak 

Walikota alhamdulillah dengan programnya 

menghadirkan rumah sakit regional, Hasri 

Ainun. Kemudian puskesmas terutama kita di 

Kecamatan Bacukiki ini ada puskesmas 

dibangun, puskesmas Lemoe. 

Ketersediaan fasilitas kesehatan 

sudah memadai dengan hadirnya 

Rumah Sakit Regional dan 

puskesmas setempat. 

RK, 40 

tahun 

Kalau masalah kesehatan disitu Pak ya sudah 

cukup juga karena sebelum air surut itu 

memang sudah ada petugas kesehatan yang 

datang. Itu dia boleh dikata bahwa 1 bulan 

anu kesehatan disana tinggal disana, di 

posko. Itu adami call center-nya, ada dari 

pihak rumah sakit, ada dari dinas kesehatan. 

Ketersediaan fasilitas Kesehatan 

sudah cukup dibantu oleh pihak 

rumah sakit, dinas Kesehatan, dan 

call center 112.  

NM, 40 

tahun 

Ditambah lagi kekurangannya kami disini 

cuma alat. Seperti biasa kan lebih bagusnya 

kami dikasih alarm pada saat air naik, alarm 

 Ketersediaan alat masih perlu 

ditingkatkan seperti pengadaan 

alarm early warning system ketika 

air sudah melewati batas minimum 
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bunyi. Kalau bilang bimtek, sosialisasi, apa itu 

sudah alhamdulillah bagus, alatnya mami.  

Disini karena kebetulan puskesmas kami 

dekat. Alhamdulillah cepat tertangani disini 

masalah kesehatan. Nda bisa menunggu, ini 

hari memang langsung, langsung diturunkan 

call center, banyak penanganannya kalau di 

Kota Parepare terkait kesehatan.  

air sehingga warga bisa cepat 

mengantisipasi dan melakukan 

evakuasi mandiri ke titik kumpul. 

Untuk fasilitas kesehatan sudah 

memadai dengan hadirnya 

puskesmas dan call center. 

SDS, 29 

tahun 

Saya rasa terkait pelayanan kesehatannya 

luar biasa karena di wilayah Lumpue ini ada 

puskesmasnya, di wilayah Lumpue ini ada 

Puskesmas Lumpue, PKM Lumpue dan 

rumah sakit ada juga, Rumah Sakit Hasri 

Habibie Ainun yang ada di Tonrangeng.  

Ketersediaan fasilitas kesehatan 

sudah sangat memadai dengan 

bantuan dari puskesmas, Dinas 

Kesehatan, dan adanya Rumah 

Sakit Hasri Habibie Ainun.  

MTH, 45 

tahun 

Kalau keluhannya saja anuji kalau pengerjaan 

jalan, anuji mau diperbaiki jalan supaya agak 

lancarmi apa-apa toh. Jadi sebagian sudah 

dikerjakan, ini tahun katanya ada mau 

solusinya mau dipotong jalan toh, ini tahun. 

Mudah-mudahan jadi. Kalau jadimi yah 

mungkin sudah agak anumi itu, tidak terlalu 

separah dengan tahun lalu toh kalau jadi nanti 

ini. 

Pengerjaan jalanan sudah berjalan 

Sebagian. Masyarakat berharap 

dengan adanya pembangunan 

infrastruktur ini mengurangi dampak 

banjir selanjutnya. 

BA, 43 

tahun 

Ituji kendalanya itu karena kita tidak ada 

perahu karet jadi walaupun kita mau 

menolong warga kalau tidak ada sarana, nda 

bisa juga.  

Keterbatasan sarana prasarana 

seperti perahu karet untuk 

membantu mengevakuasi warga. 



81 

 

 

Fasilitas kesehatan alhamdulillah juga itu 

karena dari apa namanya, dari puskesmas itu, 

puskesmas, datang bikin posko disana juga, 

posko untuk membantu warga. Mungkin ada 

yang sakit atau apa, perlu obat, ya dikasih 

pertolongan.   

Ketersediaan fasilitas Kesehatan 

sudah memadai dengan adanya 

bantuan dari pihak puskesmas. 

ASN, 30 

tahun 

Jadi semua yang kena itu dampaknya 

diarahkan ke posko. Dinas kesehatan. Posko 

itu bekerja sama sama pak RW, bekerja sama 

sama pemerintah setempat, seperti RW-nya 

RT-nya. 

Masyarakat terdampak terbantukan 

dengan adanya posko kesehatan 

untuk memeriksa kesehatan 

masyarakat dan memberikan obat 

serta melakukan penanganan dan 

Tindakan. Posko tersebut dibangun 

oleh Dinas Kesehatan bekerjsa 

sama dengan RT RW dan 

pemerintah setempat. 

 

c. Kebijakan 

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Ya karena kan kita semua sudah paham 

tupoksita, tapi dipandu lagi oleh pimpinan 

bahwasanya memang itu koordinasi dan kerja 

sama yang baik harus selalu bersinergi. Jadi 

kita memang sudah tertanam, itu tidak 

dipandu ya, harus kita laksanakan. Kalau 

menurut saya, kalau kebijakan khususnya itu 

tidakji. Itu terlahir semua dari mungkin dari 

motivasi dari pimpinan juga sehingga 

memang kita terbawa seperti itu. 

Kebijakan khusus tidak ada. Cukup 

dengan memahami tupoksi masing-

masing dan aktif melakukan 

koordinasi dan kerja sama yang 

baik. 

Secara umum, kebijakan 

pemerintah kota secara tertulis 

khusus untuk menanggulangi 

bencana banjir belum ada. 

Namun, hasil dari rapat 

bersama dinas terkait yang 

bertanggung jawab untuk 

penanganan bencana banjir 

menghadirkan solusi berupa 

pembangunan fisik seperti 
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EH, 41 

tahun 

Kebijakan yang ada biasanya kita buat sendiri 

di bidang masing-masing. Untuk kebijakan 

dari pemerintah daerah saya rasa belum ada. 

Kebijakan atau regulasi khusus dari 

pemerintah daerah untuk 

menanggulangi bencana banjir 

masih belum ada. 

drainase dan sanksi berat bagi 

masyarakat yang melakukan 

pembuangan limbah secara 

sembarangan. Terkait bantuan 

kepada masyarakat terdampak 

banjir juga aktif dilakukan oleh 

pemerintah kota melalui dana 

BTT walaupun dana tersebut 

tidak bisa mengcover 

sepenuhnya kerugian dari 

masyarakat.  

R, 40 

tahun 

Kalau berbicara masalah regulasi kembali lagi 

ke apa sih sebetulnya visi dan misinya ya. 

Tentunya selaku pemerintah tentunya 

memberikan pelayanan ke masyarakat sesuai 

dengan tupoksinya masing-masing. 

Regulasi kembali ke visi dan misi 

sesuai dengan tupoksinya masing-

masing. 

A, 32 

tahun 

Oh sangat tegas, sangat tegas, sanksinya 

sangat tegas Pak dan bisa berujung pada 

pidana. Jadi saya tahu persis karena kami 

temukan itu ada limbah industri yang bukan 

hanya dibuang di sungai tapi dibuang di 

halaman yang kosong dan itu sangat 

berbahaya, sangat berbahaya ya dan itu kita 

panggil dan lakukan proses. Seketika kita 

lakukan pembinaan dan dia bisa dilakukan 

pembinaan, mungkin kita tidak lanjutkanpi 

proses pidananya.  

Kebijakan pemerintah terkait 

pembuangan limbah sembarangan 

sangatlah tegas. Sanksi dapat 

berupa pidana. Namun sebelum itu, 

dlakukan pembinaan terlebih dahulu 

dan akan dievaluasi lagi ke 

depannya. 

F, 36 

tahun 

Iya kalau pemerintah daerah mulai pasca 

banjir untuk bantuan penerima korban itu 

pasti dari pihak Bapak Walikota sendiri itu 

sangat peduli mengenai itu. Itulah untuk 

kebijakan pra bencana itu pembangunan-

pembangunan supaya meminimalkan banjir 

itu 2 tahunan ini tetap jadi program prioritas 

dari Bapak Walikota. Khususnya drainase, 

Kebijakan pemerintah saat pra 

bencana berupa pembangunan 

drainase dan pemukiman sesuai 

usulan-usulan dinas terkait dalam 

rangka meminimalisir kejadian 

banjir selanjutnya. Saat pasca 

banjir, fasilitas umum yang rusak 
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terus pembangunan pemukiman-

pemukimannya itu tetap jadi prioritas dari 

Bapak Walikota sampai sekarang. 

akan ditindaklanjuti dan masyarakat 

terdampak diberikan bantuan.  

DH, 34 

tahun 

Cepat, sigap, dan terarah. Itu salah satunya 

memang yang dicanangkan oleh pemerintah 

daerah Kota Parepare melalui Bapak 

Walikota. Jangan ada jeda waktu dalam hal 

untuk penanganan bencana. Apabila ada jeda 

waktu penanganan bencana itu yang bisa 

dapat merugikan masyarakat kami. 

Tagline pemerintah Kota Parepare 

dalam penanggulangan bencana 

yaitu cepat, sigap, dan terarah yang 

berarti jangan ada jeda waktu dalam 

melakukan penanganan. 

NM, 40 

tahun 

Kemarin termasuk BTT itu. Ada kebijakan itu 

yang biasanya BTT kan tidak bisa asal 

mengeluarkan bantuan ya kalau memang 

tidak betul-betul. Jadi pada saat bantuan itu 

biasa kan ada kebijakannya tapi pemerintah 

tidak bisa full maksudnya kerugiannya 

Rp250.000. Jadi mereka, kami bagi dua. 

Rp125.000 karena memang kalau di 

pemerintah ini, kami tidak bisa mengeluarkan 

anggaran tanpa ada info dari informasi dari 

DPK.  

Bagi masyarakat yang terdampak 

banjir diberikan BTT (Bantuan Tidak 

Terduga) tetapi tidak full dalam 

mengganti kerugiannya. Biasanya 

hanya separuhnya saja. 

BA, 43 

tahun 

Iya alhamdulillah, ada dari dinas sosial juga. 

Akhirnya kemarin tidak jadi karena sudah 

keluar bantuan dari pemda lebih 10 juta yang 

hanyut rumahnya itu. 

Adanya kebijakan bantuan dari 

pemerintah daerah kepada warga 

yang rumahnya hanyut akibat banjir.  

ASN, 30 

tahun 

Kalau pihak kecamatan itu pada saat 

setelahnya itu dia pergi mendata-data 

kemudian dia menyampaikan ke pemerintah. 

Pihak kecamatan dan kelurahan 

melakukan pendataan kepada 

warga yang terdampak banjir untuk 
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Jadi diami itu yang sebagai perantara 

kayaknya deh ke walikota sehingga dapat 

juga bantuan.  

dilaporkan ke pemerintah kota agar 

diberikan bantuan. 

 

d. Anggaran 

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Kalau pelaksanaan program penanggulangan 

banjir, ya pasti ada setiap tahun ada kita 

diberikan anggaran untuk hal-hal seperti itu 

utamanya misalnya logistiknya, untuk 

makannya petugas. Ada semua dianggarkan 

di APBD. 

Anggaran pelaksanaan program 

penanggulangan bencana banjir 

bersumber dari APBD setiap tahun.  

Anggaran pelaksanaan 

program penanggulangan 

bencana banjir bersumber dari 

APBD Kota Parepare dan 

dianggarkan untuk kegiatan-

kegiatan yang berkaitan 

dengan program 

penanggulangan bencana 

banjir. Pada tingkat kecamatan 

dan kelurahan, sduah ada 

beberapa yang 

menganggarkan dana untuk 

penanganan banjir, terlebih 

pada daerah-daerah yang 

memang rawan banjir. Ada 

juga dana bantuan yang 

diberikan oleh pemerintah kota 

kepada masyarakat yang 

terdampak berupa BTT. 

EH, 41 

tahun 

Semua seksi itu dibuatkan kegiatan, rencana 

kegiatan dan didukung oleh anggaran 

tergantung dari seksi masing-masing itu 

rencana ke depannya itu seperti apa dan kita 

sampaikan ke bagian perencanaan dan 

menyusun BPA sesuai dengan kesepakatan 

bersama.  

Setiap seksi memiliki rencana 

kegiatan dan didukung dengan 

anggaran yang ada. 

R, 40 

tahun 

Kalau kita berbicara anggaran, dana-dana 

khusus itu ada karena memang itu sudah 

dipersiapkan dana khusus itu apabila kejadian 

dan itu dipergunakan.  

Anggaran khusus ada yang 

digunakan pada saat kejadian-

kejadian bencana dan anggarannya 

rutin ada. 

S, 43 

tahun 

Nah itu anggaran-anggaran pemerintah kota, 

anggaran-anggaran APBD Kota Parepare 

khususnya yang pada sub kegiatan 

rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana, 

kita punya anggaran ini khusus untuk seksi 

Anggaran untuk seksi rehabilitasi 

dan rekonstruksi dialokasikan untuk 

bantuan kepada masyarakat dalam 

bentuk material. Anggaran tersebut 

berasal dari APBD Kota Parepare. 
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bidang rehabilitasi dan rekonstruksi itu 

anggarannya diperuntukkan untuk 

masyarakat. Peruntukkannya itu bukan dalam 

bentuk tunai. Peruntukkannya dalam bentuk 

material. 

B, 35 

tahun 

Kalau TRC memang sudah dianggarkan 

untuk biaya evakuasi. Makanya mereka pakai 

itu. Kecuali ketika terjadi darurat, bisa saja dia 

mungkin sih kantor gunakan namanya BTT, 

Biaya Tak Terduga kalau memang dia skala 

besar ceritanya. Seperti itu untuk sementara 

yang saya tahu Pak.  

 

Ada dana yang dialokasikan untuk 

tim TRC BPBD dalam menjalankan 

tugasnya. Pada situasi darurat, 

sumber dana juga bisa dari BTT.  

A, 32 

tahun 

Kalau nomenklatur, nomenklatur untuk 

penanganan banjir kami ada, kami ada 

berupa kegiatan sosialisasi, kegiatan 

sosialisasi dan edukasi penanganan banjir. 

Kalau untuk secara teknisnya mungkin 

anggarannya ada di BPBD dengan SKPD 

yang terkait seperti dinas sosial, seperti dinas 

kesehatan. 

Di tingkat kecamatan, ada dana 

yang dialokasikan untuk program 

sosialisasi dan edukasi kepada 

masyarakat terkait penanganan 

banjir.  

F, 36 

tahun 

Tidak ada.  Di Kecamatan Bacukiki Barat tidak 

ada penganggaran untuk program 

penanggulangan bencana banjir.  

DH, 34 

tahun 

Dalam program penanganan bencana itu tadi 

saya bilang yang pertama kali, kami ini baru 

dalam hal tahapan untuk penggunaan dana 

kelurahan yang dimana kami sudah 

Kecamatan Soreang 

mengalokasikan penganggaran 

untuk beberapa program 

penanggulangan bencana seperti 
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melakukan sosialisasi dan juga ada beberapa 

kegiatan juga, itu tadi salah satunya yaitu 

pemberian alat pemadam kebakaran karena 

kami lebih kalau terkait dengan bencana ya 

kebakaran lebih banyak dibandingkan 

bencana-bencana lain.  

melakukan sosialisasi dan 

pembelian APAR.  

SA, 43 

tahun 

Kalau dana khusus ada namanya BTT, 

Bantuan Tak Terduga. Misalnya ada 

bencana-bencana maka kami pihak Lurah 

minta data dari RT RW. Kemudian melalui 

kecamatan, kita konsultasikan ke BPBD, 

BPBD turun ke lokasi untuk memverifikasi 

validasi, bekerja sama dengan Perkimtan 

untuk memberikan bantuan-bantuan kepada 

warga yang terdampak itu.   

Pihak kecamatan dan kelurahan 

melakukan konsultasi ke BPBD 

dengan memberikan data-data 

warga dan kemudian BPBD turun ke 

lokasi melakukan verifikasi dan 

validasi bersama Perkimtan untuk 

kemudian diberikan bantuan melalui 

dana BTT.  

RK, 40 

tahun 

Kalau di kelurahan tidak ada. Iye tidak ada 

kalau di kelurahan kecuali di kayak BPBD itu 

ada, sosial ada. 

Kelurahan Lapadde tidak memiliki 

dana penganggaran untuk 

penanganan bencana banjir. 

NM, 40 

tahun 

Jadi kalau khusus untuk mereka untuk 

Kelurahan Tangguh itu kami kan 

alhamdulillah tahun ini ada dana kelurahan. 

Jadi kami setidak- tidaknya pasti kita buatkan 

kegiatan untuk kalau bilang untuk khusus 

dana untuk dia, tidak ada, tidak ada karena 

dia bagian dari kami. Jadi kami buatkan 

kegiatan saja seperti apakah sosialisasi atau 

pelatihan untuk warga atau untuk RT-RW-

nya.  

Di tingkat keluruhan terdapat dana 

kelurahan yang digunakan oleh 

Kelurahan Tangguh untuk 

melaksanakan programnya seperti 

mengadakan sosialisasi dan 

pelatihan kepada para warga. 
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SDS, 29 

tahun 

Kalau dana khusus, setelah dirapatkan di 

DPR pada tahun 2021 – 2022 terjadi banjir di 

Lumpue, ada dana khusus untuk 

pengentasan banjir Lumpue. Dana khususnya 

itu dikelola oleh Dinas PU. Itulah salah satu 

hasilnya pembuatan gorong-gorong.  

Di daerah rawan banjir seperti di 

Kelurahan Lumpue diberikan dana 

khusus untuk pengentasan banjir. 

Dana tersebut dikelola oleh Dinas 

PU dan dibuatkan program 

penanggulangan bencana banjir 

seperti pembuatan gorong-gorong. 

 

2. PROSES 

a. Perencanaan dan Manajemen SDM 

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Kalau pembagian tugas itu sesuai dengan 

tugas pokoknya masing-masing karena kan 

ada seksi. Seksi 1 kan bertanggungjawab 

terhadap masalah pencegahan mitigasi. 

Kemudian di seksi 2, kalau misalnya ada 

penebangan pohon, jadi masuk disitu, 

kedaruratan dan logistik. Kalau masuk di 

seksi 3, rehabilitasi dan rekonstruksi.  

Ya kalau programnya itu menyusun 

anggaran, melihat kebutuhan-kebutuhan apa 

yang mendesak yang kita usulkan, dirapatkan 

bersama dengan seksinya, sekretarisnya, 

kemudian kalaknya. 

Ya kalau bentuk pengawasannya itu, setelah 

terjadi kejadian-kejadian itu kan hanya 

dievaluasi saja, kalau memang ada 

kekurangannya maka kita akan rembukkan, 

Pembagian tugas sesuai dengan 

tupoksinya masing-masing. Seksi 1 

bertanggung jawab terhadap 

pencegahan dan mitigasi bencana. 

Seksi 2 bertanggung jawab 

terhadap kedaruratan dan logistik. 

Seksi 3 bertanggung jawab 

terhadap rehabilitasi dan 

rekonstruksi. 

Program penanggulangan bencana 

terdiri dari penyusunan anggaran, 

melihat kebutuhan-kebutuhan apa 

yang mendesak yang akan 

diusulkan, dirapatkan bersama 

dengan semua pegawai BPBD. 

Bentuk pengawasan, setelah terjadi 

bencana adalah evaluasi, jika 

Pembagian tugas terorganisir 

sesuai dengan tupoksi dan 

keahlian masing-masing. 

Program penanggulangan 

bencana terdiri dari 

penyusunan anggaran, 

pengusulan kegiatan dan 

kebutuhan, dirapatkan 

bersama dengan semua 

pegawai BPBD, dinas-dinas 

terkait, dan pihak kecamatan 

dan kelurahan yang 

mengetahui kondisi di 

wilayahnya masing-masing. 

Bentuk pengawasan pra 

bencana dengan intens 

melakukan pemantauan baik 
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dirapatkan bahwa apa yang menjadi 

kekurangan bagi kita itu akan dievaluasi 

selanjutnya”. 

 

memang ada kekurangan maka 

akan dirapatkan dan akan diperbaiki 

ke depannya. 

secara komunikasi maupun 

secara patroli dan terjun 

langsung bersama dengan tim 

gabungan dan mengarahkan 

masyarakat tetap waspada. 

Setelah terjadi bencana, 

bentuk pengawasan yang 

dilakukan adalah evaluasi. 

Pihak kecamatan dan 

kelurahan juga aktif memantau 

wilayah-wilayah rawan dan 

langganan banjir di wilayah 

mereka sembari mengimbau 

masyarakat untuk selalu 

berhati-hati dalam melakukan 

segala aktivitas. 

EH, 41 

tahun 

Jadi pada saat terjadi banjir, apa, terjadi hujan 

deras, kita intens melakukan pantauan baik 

itu secara komunikasi maupun secara patrol. 

Kita terjun langsung bersama dengan tim 

gabungan tadi. Jadi sebelum terjadi banjir, 

kita itu mengarahkan ke masyarakat bahwa 

harus tetap waspada dan melakukan 

evakuasi mandiri apabila ketinggian air sungai 

lebih besar lagi, seperti itu dek. 

 

Jjika terjadi hujan deras, BPBD akan 

intens melakukan pemantauan baik 

secara komunikasi maupun secara 

patrol dan terjun langsung bersama 

dengan tim gabungan. Sebelum 

terjadi banjir, BPBD mengarahkan 

masyarakat untuk tetap waspada 

dan melakukan evakuasi mandiri 

apabila ketinggian air sudah 

mencapai batas maksimal.  

R, 40 

tahun 

Untuk pembagian tugas khusus di 

kedaruratan yang seyogyanya pada saat 

keadaan darurat, tentunya kami terorganisir 

dari kepala seksi, tentunya dari Ibu kala, 

kepala seksi, kemudian ke staff, tim reaksi 

cepat, di dalam tim reaksi cepat tersebut 

mempunyai tanggung jawab masing-masing.  

Pembagian tugas teroganisir dan 

bertanggung jawab sesuai dengan 

tupoksi dan keahlian masing-

masing. 

S, 43 

tahun 

Pertama satu. Kita melihat data tahun 

kemarin. Terus yang kedua. Kita melihat 

wilayah dan area kerja kita, kan setiap tahun 

terjadi pengembangan. Terus yang ketiga kita 

berkonsultasi dengan lembaga-lembaga 

teknis terkait. BMKG misalnya, Dinas Sosial, 

PU, Perkimtan. Itu kami koordinasi. 

Perencanaan program 

penanggulangan bencana banjir 

dimulai dari melihat data. Setelah 

itu, melihat wilayah kerja. Kemudian 

berkonsultasi dengan SKPD terkait. 
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B, 35 

tahun 

Jadi di TRC itu dibagi 3 regu. Disana sudah 

ditempatkan bahwa disana ada motoris untuk 

pengoperasian peralatan, ada penyelam 

dalam satu regu, ada tim untuk ada yang di 

dalam kegiatan water rescue, vertical rescue, 

disitu sudah tergabung. Jadi ketika terjadi 

apa-apa, terjadi emergency, itu sudah ada di 

bidangnya dan memang sih dituntut 

semuanya bisa.  

Biasanya sih untuk antisipasi dininya selalu 

kita ambil data dari BMKG untuk antisipasi 

dini. Kemudian selalu pengecekan wilayah-

wilayah yang terdampak banjir, teman selalu 

juga terjadi hujan deras selau pantau-pantau 

ini. Satu, Sungai Jawi-jawi kita punya sering 

meluap.  

Tim TRC BPBD dalam menjalankan 

tugasnya sesuai dengan keahlian 

masing-masing. Para petugas juga 

dituntut untuk dapat menguasai ilmu 

yang lain disamping keahliannya 

masing-masing. 

Bentuk pemantauan yang dilakukan 

adalah selalu berkoordinasi dengan 

BMKG terkait perkiraan cuaca dan 

pengecekan wilayah rawan banjir 

setelah terjadi hujan deras. BPBD 

juga mengambil langkah antisipasi 

dengan aktif melakukan sosialisasi 

pentingnya evakuasi mandiri oleh 

masyarakat. 

HH, 44 

tahun 

Teman-teman sudah ada. Ada yang sudah 

tau dirinya bahwa saya adalah operatornya 

mesin perahu karet. Sudah ada, sudah ada. 

Tanpa dikomando, dia sudah tau, dia sudah 

tau.  

Kemudian itu setiap hujan, sudah masuk 

laporan di posko. Kemudian dari teman-

teman yang berdekatan atau yang kenal 

dengan apa namanya, yang ada di bantaran 

sungai, kadang mereka yang pergi melihat 

disana ataukah kita yang pergi pantau dimana 

titik-titik yang sering cepat naik air. Jadi harus 

Para petugas di BPBD sudah 

paham dan mengerti ketika terjadi 

bencana harus melakukan apa.  

Petugas melakukan pemantauan 

dengan cara turun langsung ke titik-

titik rawan banjir dan juga menerima 

informasi dari BMKG dan Kelurahan 

Tangguh serta masyarakat yang 

berada di bantaran sungai. 

Pemasangan Early Warning System 

(EWS) bisa menjadi salah satu 

strategi untuk memantau debit air 
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selalu kita pantau walaupun karena kita kan 

belum ada early warning system-nya. Untuk di 

tiap aliran sungai itu belum ada early warning 

system.  

apakah sudah mencapai titik 

maksimum agar bisa dilakukan 

evakuasi secepatnya.  

A, 32 

tahun 

Ya, jadi pembagian tugas itu kita lakukan, kita 

lakukan di pada saat terjadi bencana banjir 

khusus untuk kecamatan kami mengkoordinir 

semua tokoh masyarakat, kader 

pemberdayaan masyarakat, RT RW untuk 

membantu melakukan evakuasi. 

Jadi kalau merumuskan program penanganan 

banjir, saya rasa itu domain dari instansi 

teknis, disitu hadir dinas PUPR karena ini kita 

berbicara hulu hilir ya, hulu ke hilir. Tentu 

teknisnya ada di PU karena tanggul tidak bisa 

membendung lagi air yang pasang. 

Iya kalau bentuk pengawasannya itu seperti 

ini. RT RW diminta untuk melakukan 

pengawasan di setiap wilayahnya baik itu 

aktivitas pembangunan maupun aktivitas 

program pemerintah, apakah dia perbaikan 

jalan, perbaikan saluran air. Nah terus yang 

kedua, kami juga memantau aktivitas yang 

ada di sungai Jawi-jawi. Jadi ini yang kita 

lakukan pengawasan sehingga mengurangi 

potensi terjadinya banjir. 

Pembagian tugas diterapkan di 

Kecamatan Ujung apabila terjadi 

bencana. Pihak kecamatan 

berkoordinasi dengan tokoh 

masyarakat dan RT RW untuk 

melakukan evkuasi. 

Pada peurmusan program, pihak 

kecamatan hadir bersama dengan 

instansi teknis dalam membahas 

penanggulangan banjir diantaranya 

ada Dinas PUPR dan PU.  

Bentuk pengawasan yang dilakukan 

pihak Kecamatan Ujung adalah 

memantau aktivitas pembangunan 

di wilayahnya dan aktif memantau 

kegiatan masyarakat di Sungai 

Jawi-jawi karena ada beberapa 

oknum yang membuang limbah dan 

sampahnya ke sungai tersebut.  

F, 36 

tahun 

Untuk program penanggulangan banjir 

tersebut karena ini apa sisinya itu 

Kecamatan Bacukiki Barat melalui 

Kasi Kestra mengidentifikasi warga-



91 

 

 

kemanusiaan kami biasa itu pada saat 

penanggulangannya itu biasanya kami 

membagi tugas misalnya kasi kestra mungkin 

setelah pasca bencananya itu 

mengidentifikasi warga-warga yang dengan 

apa koordinasi dengan lurah-lurah juga 

mengidenfikasi warga-warga yang terkena 

banjir.  

Pada saat perencanaan tersebut itu tentunya 

data tentunya pihak BPBD menginginkan 

kami mengupdate data apa korban-korban 

warga kami yang menjadi korban bencana 

banjir tersebut.  

Bentuk pemantauannya kami itu, kami 

memastikan bahwa bantuan yang diberikan 

oleh pemerintah kota itu sesuai sasaran yang 

ada. Kemudian itu pemantauan dan 

pengawasan kami, kami memastikan bahwa 

sesuai sasaran dan sesuai dengan jumlah 

kerusakan-kerusakan ya. 

warga yang terkena dampak banjir 

dan kemudian melakukan 

koordinasi bersama dengan lurah-

lurah dan dinas terkait terkait 

bantuan kepada warga yang 

terdampak. 

Pada saat perumusan perencanaan 

program penanggulangan bencana 

banjir, pihak kecamatan 

mengupdate data korban di 

wilayahnya lalu data tersebut 

digunakan sebagai salah satu 

landasan dalam merumuskan 

program selanjutnya. 

Bentuk pemantauan yang dilakukan 

adalah memastikan penyaluran 

bantuan tepat sasaran kepada 

warga yang terdampak sesuai 

dengan kerusakan yang dialami. 

DH, 34 

tahun 

Kalau masalah keahlian pasti kami serahkan 

sama dinas teknis tetapi dalam hal 

mendukung dalam hal penanganan bencana, 

kami melihat bahwa tenaga yang kami 

siapkan itu cukup responsif dalam 

memberikan bantuan-bantuan bencana 

ataupun membantu teman-teman tim teknis 

dalam hal untuk penanganan bencana.  

Pihak Kecamatan Soreang dalam 

penanganan bencana menyerahkan 

kepada dinas teknis yang lebih ahli 

di bidangnya karena tingkat 

pemahaman tentunya berbeda. 

Namun, untuk kontribusi secara 

umum, semua pihak kecamatan dan 

kelurahan tetap responsif dalam 
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Dalam hal untuk pemantauan wilayah lagi 

kami membuka semuanya saluran telepon ini 

WA harus 24 jam disitu karena kalau terjadi 

sesuatu kami bisa bergerak cepat untuk 

melaporkan kejadian-kejadiannya. Setiap 1 

bulan kami biasa bikin surat edaran untuk 

mengingatkan kembali diumumkan ke rumah-

rumah ibadah, rumah-rumah ibadah untuk 

mengingatkan kepada warga lagi kembali 

untuk berhati-hati sebelum maupun sesudah 

melaksanakan kegiatan di luar rumah. 

membantu masyarakat yang 

terdampak. 

Bentuk pemantauan yang dilakukan 

melalui grup forum pimpinan 

kecamatan yang di dalamnya 

terdapat beberapa aparat dan 

perangkat desa. Setiap sebulan 

sekali juga diumumkan surat edaran 

yang berisi imbauan untuk selalu 

berhati-hati melalui rumah-rumah 

ibadah.  

SA, 43 

tahun 

Kalau pembagian tugas untuk korban 

bencana tentu untuk masalah penganggaran 

tadi ini masing-masing SKPD teknis yang 

tangani tapi untuk membantu secara 

langsung, semuanya menyatu.  

Di SKPD dan memang itu menjadi suatu 

aturan bahwa setiap SKPD-SKPD yang mau 

melakukan perencanaan penganggaran kita 

diikutkan kecamatan, diikutkan kecamatan 

untuk bagaimana ada masukan-masukan 

dalam hal kegiatan-kegiatan yang mau 

dilaksanakan itu.  

Kalau dari segi pemantauan kita itu Camat 

dan Lurah itu 1 x 24 jam standby dan 

diharapkan di lapangan itu 75%, di kantornya 

25%. Jadi masalah pengawasan itu setiap 

saat kita pantau wilayah, bagaimana dari hal-

Penanganan bencana banjir 

dilakukan oleh masing-masing 

SKPD sesuai dengan tugasnya 

tetapi untuk membantu secara 

langsung, semuanya terlibat dan 

bersatu. 

Dalam perumusan program 

kebencanaan, pihak kecamatan 

hadir untuk memberikan masukan-

masukan dan usulan-usulan 

program sesuai dengan kondisi 

yang ada di wilayahnya. 

Pemantauan yang dilakukan oleh 

pihak kecamatan dan kelurahan 1 x 

24 jam dan diharapkan 75% berada 

di lapangan untuk melakukan 

pemantauan terhadap warganya.  
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hal apa, kita pantau. Setelah itu kita dapat, 

misalnya ada kejadian-kejadian dan segala, 

kita laporkan. 

RK, 40 

tahun 

Ya jadi disitu anunya Pak sesuai dengan 

tugas dan fungsinya.  

Pelaksanaan penanganan bencana 

banjir sesuai tugas dan fungsinya. 

NM, 40 

tahun 

Ya jelas, maksudnya setiap program yang 

kami, maksudnya kalau memang ada di 

bidang itu memang kita masukkan sesuai 

pembagiannya.  

Oh yah kalau setiap ada kegiatan perumusan 

yang adek maksud, ya pasti kami diundang 

lurah. Jadi biasa mengundang lurah ada 

kegiatan lurah, biasa juga ada kelurahan 

tangguhnya. Jadi mereka barengan.  

Begitu juga pada saat hujan. Jadi kami jalan 

beserta Kelurahan Tangguh, beserta RW-nya 

yang berada di sekitar banjir. 

Setiap program yang berjalan 

sesuai dengan keahliannya di 

bidang tersebut. 

Pada perumusan program 

penanggulangan bencana banjir, 

pihak kelurahan juga diikutsertakan 

dalam perumusan tersebut. Selain 

Lurah, pihak Kelurahan Tangguh 

juga dilibatkan. 

Bentuk pemantauan yang dilakukan 

adalah mendatangi wilayah-wilayah 

langganan banjir bersama dengan 

Kelurahan Tangguh.  

SDS, 29 

tahun 

Ya betul, saya rasa sesuai. Contoh yang 

terjadi pada saat banjir di Lumpue itu, Badan 

Penanggulangan Bencana hadir terkait 

dengan penanganan bencana di wilayah 

Lumpue. Kelurahan, sebagai aparat 

kelurahan turun ke wilayah mendata waraga-

warga yang terkena dampak banjir. Berarti 

sesuai dengan tugasnya.  

Ada, biasanya kalau rapat penanganan banjir 

itu bukan cuman BPBD. Dinas Sosial, BPBD, 

Pembagian tugas pada saat terjadi 

banjir sudah sesuai sebagaimana 

tugas dan fungsi masing-masing.  

Pada saat perumusan penanganan 

banjir, pihak kelurahan juga 

diundang untuk memberikan 

penyampaian-penyampaian terkait 

kondisi di wilayahnya seperti apa. 

Bentuk pemantauan yang dilakukan 

adalah melihat secara langsung 
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Dinas PU, dan aparat kelurahan biasanya 

diundang itu Lurahnya untuk memberikan 

sedikit penyampaian kondisi-kondisi yang 

terjadi di wilayah karena wajib kelurahan hadir 

karena kami yang punya wilayah, tapi untuk 

penanganan banjirnya mungkin perlu tim 

teknis. Makanya dihadirkanlah Dinas PU. 

Pemantauannya itu dek setiap ada 

penanganan banjir di Lumpue. Contoh 

pembangunan fisik, Dinas PU biasanya 

menyurat ke kami terkait dengan 

pembangunan fisik untuk penanganan banjir 

Lumpue. 

perkembangan pembangunan fisik 

yang dilakukan melalui surat yang 

masuk dari Dinas PU. 

MTH, 43 

tahun 

Dampaknya sebagian anunya dampaknya air 

warga toh yang agak anu sedikit tapi kan adaji 

dari PDAM juga yang masuk dari pemerintah 

toh dari. Ituji anunya. 

Pihak PDAM menjalankan tugasnya 

sesuai dengan tupoksinya dengan 

membantu penyediaan air bersih. 

 

BA, 43 

tahun 

Tidak, tidak. Kalau eh misalnya itu TNI Polri 

itu membantu pembersihannya, pembersihan 

karena itu jalan itu penuh lumpur. Kemudian 

penuh sampah-sampah rumahnya orang itu. 

Itu dia bantu bersihkan semua.   

TNI Polri membantu Masyarakat 

pasca banjir dengan melakukan 

pembersihan di jalanan yang penuh 

dengan lumpur dan sampah.  

ASN, 30 

tahun 

Memang itu pihak BPBD adaji tapi di luar, dia 

di luarji saja, tidak sampai ke dalam. Ditanya 

kenapa cuma di luar katanya tidak bisa masuk 

ke belakang-belakang. Mungkin 

diselamatkanji juga tapi bagian-bagian 

depanji dulu diselamatkan karena mungkin 

BPBD menjalankan perannya 

sesuai dengan tugas mereka. 

Dalam hal ini, mereka memabntu 

masyarakat dengan menentukan 

skala prioritas penyelamatan. 
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dia melihat itu di bagian belakang tidak terlalu 

parahji maksudnya tidak terlalu tinggiji 

dibanding di depan, di depan itu sampai leher 

katanya 

 

b. Pengorganisasian Program 

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Pada saat kejadian kemarin kan, memang 

langsung ada dari brimob, tim SAR, dari 

kodim, Pak Dandim sendiri itu sering turun di 

lapangan. Dari brimob juga pimpinannya 

sangat aktif turun ke lapangan. 

Ya kalau sosialisasi terhadap kelompok 

sasaran, sebelum ada bencana yang sudah 

kita pastikan disini antara lain misalnya Tegal, 

disitu pencegahan dan mitigasi selalu 

memberikan sosialisasi seperti itu.  

Pada saat terjadi bencana, tim SAR, 

brimob dan kodim turut membantu 

di lapangan. 

Sosialisasi terhadap kelompok 

sasaran aktif dilakukan oleh seksi 

pencegahan dan mitigasi bencana 

di wilayah-wilayah rawan banjir. 

 

EH, 41 

tahun 

Iya jadi yang seperti kemarin kita laksanakan 

di daerah Watang Bacukiki, kita melakukan 

koordinasi dengan pihak kelurahan. Terus 

tokoh-tokoh masyarakat kita undang. 

Biasanya kita mengundang sebanyak 50 

orang sesuai dengan budget di anggaran. 

Jadi kita mengumpulkan 50 orang itu di aula 

kelurahan ataupun kita mendirikan tenda 

terus kita memberikan pemahaman-

pemahaman, langkah-langkah apa yang 

BPBD melakukan koordinasi 

dengan pihak kelurahan dan tokoh 

masyarakat untuk melakukan 

sosialisasi kepada masyarakat 

terkait kebencanaan.  
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mereka harus lakukan sebelum terjadi 

bencana.  

R, 40 

tahun 

Iya, bentuk kerja sama kami tentunya sesuai 

dengan aturan, sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang 

kebencanaan. Di kedaruratan ini adalah 

tentunya menjadi pusat komando. Jadi 

keterkaitan dengan stakeholder terkait 

tentunya iya, saling berhubungan. Siapa-

siapa terlibat disitu? Ya stakeholder seperti 

Basarnas, Brimob, dari Polres, dari TNI. 

Bentuk kerja sama sesuai dengan 

aturan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2007 tentang kebencanaan. 

BPBD sebagai pusat komando yang 

memiliki wewenang dan fungsi yang 

besar ketika terjadi bencana. 

Stakeholder terkait juga aktif 

berperan seperti Basarnas, Brimob, 

Polres, dari TNI. 

S, 43 

tahun 

Itu tadi yang saya sampaikan bahwa 

hubungan fungsional antar lembaga pusat 

dan daerah. Pertama kita diatur oleh 

Peraturan Walikota, Peraturan Daerah, 

pembentukan kelembagaan BPBD ini. 

Kemudian kita dilindungi oleh Peraturan 

BNPB. 

Hubungan lintas sektor antar 

lembaga pusat dan daerah erat 

karena adanya peraturan yang 

mengikat dan membangun mereka. 

B, 35 

tahun 

…tapi kalau terjadi bencana itu kami kumpul. 

Mungkin itu ceritanya saling membutuhkan 

ceritanya. Brimob juga disana ada tim SAR-

nya, mereka juga pasti butuh disini. Kemudian 

Polres, Kodim, Basarnas, Pramuka, Dinas 

Sosial, DAMKAR, itu sudah mengerti ketika 

terjadi situasi darurat itu langsung sudah tau 

kemana dia harus pergi. Kemana dia harus 

kumpul untuk pengarahan. 

Kerja sama lintas sektor sangat erat 

dibuktikan dengan hadirnya Brimob, 

Polres, Kodim, Basarnas, Pramuka, 

Dinas Sosial, DAMKAR dalam hal 

penanganan banjir. 

Sosialiasi aktif dilakukan baik di 

tingkat kelurahan, sekolah-sekolah, 

tempat keramaian, dan perkantoran 

terkait pelatihan kesiapsiagaan dan 
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Iya. Itu dia melakukan pelatihan ceritanya, 

apa kesiapsiagaan dan mitigasi bencana 

dalam menghadapi bencana. Jadi itu kami itu 

untuk melakukan sosialisasi di tingkat 

kelurahan baik sekolah-sekolah juga, tempat-

tempat keramaian, perkantoran, itu.  

mitigasi dalam menghadapi 

bencana.  

HH, 44 

tahun 

Iya SAR Brimob. Kemudian dari Dinas Sosial, 

kemudian teman-teman di apa namanya, di 

Satpol, DAMKAR. Kemudian teman kita di 

sebelah call center mewakili kesehatan. Itu 

pada saat terjadi sesuatu itu fokus karena 

memang juga ada kita buat grup siaga 

bencana yang memasukkan seluruh 

stakeholder. Jadi bukan hanya itu. Kita 

masukkan Telkom, kita masukkan kepolisan, 

kita masukkan PLN. 

Kerja sama lintas sektor sangat erat 

dengan hadirnya SAR Brimob, 

Dinas Sosial, Satpol, DAMKAR, call 

center, Telkom, dan stakeholder 

terkait lainnya. 

A, 32 

tahun 

Terkait dengan teknisnya penanganan 

evakuasi, penanganan banjir itu kita serahkan 

kepada BPBD, BPBD, TNI Polri untuk 

melakukan tindakan yang ada di bawah. Kami 

dari pemerintah kelurahan kecamatan 

senantiasa bersinergi terjadinya banjir dan 

pasca banjir, kita melakukan pendataan, 

melakukan pendataan dan melakukan 

pendampingan, melakukan pendampingan 

kepada BPBD yang melaksanakan verifikasi 

dan validasi data, data warga masyarakat 

yang terdampak banjir.  

Di tingkat kecamatan, kerja sama 

lintas sektor juga terjalin. Pihak 

kecamatan senantiasa bersinergi 

dengan melakukan pendataan dan 

pendampingan bersama dengan 

BPBD.  
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F, 36 

tahun 

Iye harus itu karena kami juga tidak bisa ini 

kalau misalnya kami tidak ada kerja sama 

dengan lintas sektor. Biasanya untuk program 

apa setelah dampak banjir itu kami 

berkoordinasi dengan TNI dan Polri. Selain itu 

tentu dinas terkait dinas sosial dan BPBD. 

Kerja sama lintas sektor tentu dan 

wajib dilakukan dalam penanganan 

banjir. Pihak kecamatan aktif 

berkoordinasi dengan TNI, Polri, 

BPBD, Dinas Sosial, dan dinas-

dinas terkait. 

DH, 34 

tahun 

Pastinya, itu pasti dalam hal lintas sektor itu 

tadi salah satu yang tadi adek tanya yaitu 

terkait dengan kesehatan. Itu secara otomatis 

semua berjalan, terkait juga dengan 

bagaimana memberikan bantuan sementara 

untuk meringankan warga yang berdampak 

itu sudah terjadi di Kota Parepare karena 

dinas sosial ini kami biasa intens langsung 

laporkan.  

Kelompok sasarannya itu banyak 

sebenarnya. Kami juga memberikan 

pemahaman bagi warga masyarakat itu tadi 

saya bilang yang memiliki anggota keluarga 

yang lansia, jangan ditinggal sendiri karena 

tingkat risiko yang sangat luar biasa kalau 

terjadi sesuatu di dalam rumahnya kalau 

lansianya sendiri tinggal di rumah.  

Kerja sama lintas sektor 

dilaksanakan di Kecamatan 

Soreang, khususnya pada saat 

terjadi bencana dan pasca bencana. 

Semua pihak turut membantu 

meringankan beban warga yang 

terdampak sesuai dengan tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

Kelompok sasaran sosialisasi ada 

banyak. Salah satu yang penting 

adalah para lansia. Diharapkan 

anggota keluarga mendampingi 

para lansia baik di dalam maupun di 

luar rumah.  

SA, 43 

tahun 

Itu tadi, lintas sektornya kita petugas terdepan 

Lurah, Camat, dan aparat-aparatnya, ada 

pemantauan-pemantauan, segera laporkan 

ke SKPD teknis. Jadi mereka turun setelah 

ada kejadian dampak, mereka turun semua. 

Kerja sama lintas sektor dilakukan di 

Kecamatan Bacukiki dengan selalu 

berkoordinasi dengan SKPD teknis. 

Sosialisasi kelompok sasaran diikuti 

oleh masyarakat dengan antusias 
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Jadi kita selalu koordinasi, koordinasi dengan 

SKPD teknis.  

Alhamdulillah masyarakat sangat respon 

karena mereka merasakan sendiri 

dampaknya, tentu mereka sangat sangat 

respon apa yang kami sampaikan, apa yang 

dari SKPD sampaikan mereka respon supaya 

betul-betul tujuan daripada sosialisasi itu, 

misalnya itu tadi untuk meminimalisir 

dampaknya sehingga mereka betul-betul 

antusias mengikuti setiap kegiatan-kegiatan 

yang dilaksanakan. 

dan sangat merespon apa yang 

disampaikan oleh SKPD terkait. 

RK, 40 

tahun 

Sosialisasi itu pernah diadakanmi, selalu 

diadakan sosialisasi masalah ini banjir, selalu 

diadakan sosialisasi masalah banjir ini.  

Sosialisasi pernah dilakukan di 

Keluruhan Lapadde terkait masalah 

banjir.  

NM, 40 

tahun 

Saya rasa itu 3. Ketapang juga Ketahanan 

Pangan, pangannya untuk kasian mereka 

makan, tapi saya rasa yang lebih dominan ini 

ada 3, 4-lah dengan BPBD. Sosial, BPBD, 

DAMKAR, itu kami betul-betul butuh sekali 

pada saat memang ada bencana.  

Jadi kami disini karena sudah tauma 

mengenai langganan banjir di tempat kami, 

kita ada sedikit karena kebetulan BPBD itu 

selalu tidak henti-hentinya membuat pelatihan 

atau sosialisasi untuk penanganan terkait 

pada saat banjir tiba ke warga kami. Yang 

berapa orang kemarin 30 orang tapi 

Kerja sama lintas sektor sangat erat 

dilakukan di Kelurahan Watang 

Bacukiki. Dinas Sosial, DAMKAR, 

BPBD, Ketapang, dan TNI Polri 

sangat responsif ketika dimintai 

pertolongan.  

Sebanyak 30 orang warga 

Kelurahan Watang Bacukiki hadir 

pada saat pelatihan dan sosialisasi 

yang diselenggarakan oleh BPBD. 



100 

 

 

masyarakat yang memang lokasinya yang 

sering banjir dihadirkan 30 orang kemarin 

pesertanya. Itu yang hadir. 

SDS, 29 

tahun 

Jadi Lumpue ini, dari 22 kelurahan, paling 

besar korban bencana banjirnya dari semua 

kelurahan sehingga kami bentuk posko dan 

berkoordinasi dengan dinas terkait, Dinas 

Sosial, BPBD, dan Dinas PU sehingga Dinas 

PU, Dinas Sosial, dan BPBD menurunkan 

beberapa bantuan. Jadi setiap banjir disini 

dek sudah terorganisir karena bukan baru 

terjadi.  

Kerja sama lintas sektor di 

Kelurahan Lumpue sudah sangat 

erat dan terorganisir mengingat 

wilayah ini merupakan wilayah 

rawan banjir. Pihak kelurahan selalu 

berkoordinasi dengan dinas-dinas 

terkait seperti Dinas Sosial, Dinas 

PU, dan BPBD. 

MTH, 45 

tahun 

Yang jelasnya kalau bantuan apapun banyak 

sekali. Dari luar daerah saja ada bantuan 

banjir. Dari Palu, banyak. Yang jelas ada dari 

luar, dari Pinrang apa. Ada bantuan-bantuan 

begitu memang masuk. 

Kalau saya sudah pernah 1x di, kalau nda 

salah di Kenari mungkin. 

Banyaknya bantuan yang masuk 

menandakan adanya kerja sama 

dan rasa kemanusiaan yang tinggi 

antar masyarakat daerah. 

Informan menyatakan pernah 

mengikuti pelatihan sebanyak satu 

kali di Hotel Kenari. 

BA, 43 

tahun 

Alhamdulillah banyak sekali bantuan datang 

termasuk BPBD-nya, dinas sosialnya, dari 

pemdanya. Bahkan ada dari, apa namanya, 

ada mahasiswanya. Itu mahasiswa macam-

macam. Ada dari komunitas, masyarakat ini, 

apa namanya, ada dari Irian, ada dari 

Makassar, dari Bone. 

Pernah. Kebetulan saya ikut itu hari. Kalau 

nda salah itu hari 2 hari dilaksanakan. Hari 

Kerja sama lintas sektor terjadi 

antara BPBD, dinas sosial, 

komunitas, dan dari kalangan 

mahasiswa. 

Sosialisasi dan pelatihan dilakukan 

kepada masyarakat, dalam hal ini 

perwakilan dari RT dan RW untuk 

diajarkan terkait penanggulangan 
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pertama itu di Hotel Kenari. Kemudian 

besoknya kita ke lapangan. Di lapangan itu di 

sungai. Disuruh pakai perahu karet itu. Itu 

penanggulangan korban bencana banjir saja, 

kalau misalnya orang tenggelam 

diselamatkan. Masyarakat dilibatkan, kan 

rata-rata kemarin masyarakatji RT RW yang 

dilibatkan sosialisasi itu.    

bencana seperti bagaimana cara 

mengevakuasi warga.  

 

c. Pelaksanaan Program 

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Iya sesuai dengan SOP. Kalau SOP-nya itu 

dari organisasi sendiri, BPBD memberikan ke 

organisasi untuk ditelaah kemudian setelah 

dianggap sudah benar maka dikembalikan ke 

kita. 

Pelaksanaan program 

penanggulangan bencana sesuai 

dengan SOP yang berlaku. SOP 

hadir setelah ditelaah terlebih 

dahulu. 

Pelaksanaan program 

penanggulangan bencana 

banjir selalu berpedoman 

terhadap SOP yang berlaku. 

Dimulai dari adanya laporan 

dan kondisi cuaca yang buruk, 

tim BPBD akan melakukan 

tugasnya sesuai dengan SOP 

yang ada. Petugas harus 

mengikuti SOP yang ada ketika 

terjun ke lapangan seperti 

mengenakan life jaket untuk 

keselamatan diri sendiri.  

EH, 40 

tahun 

Iya tentunya kita juga mengarahkan kepada 

teman-teman baik itu dari BPBD sendiri 

maupun stakeholder sendiri bahkan ada 

masyarakat juga, kita mengutamakan SOP 

karena itu adalah standar operasional yang 

harus dipatuhi mau tidak mau.  

BPBD terus melakukan pengarahan 

kepada anggotanya dan 

stakeholders terkait untuk 

mengutamakan dan mematuhi SOP 

pada saat melakukan pertolongan. 

Utamakan keselamatan diri, 

kemudian keselamatan orang lain.  

R, 41 

tahun 

Kalau berbicara SOP-nya ya tentunya itu 

seiring dengan kegiatan-kegiatan yang kita 

punya. Jadi untuk standar pelayanan minimal 

untuk pelaksanaan SOP-nya itu ya kita 

menerima laporan kalau dalam keadaan 

Kegiatan-kegiatan BPBD selalu 

mengikuti SOP yang ada. 

Pelaksanaan SOP seperti 

menerima laporan atau dalam 

kondisi cuaca buruk, BPBD akan 
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sebelumnya terjadi seperti itu ataukah seperti 

apa pada saat A1 dalam kondisi cuaca buruk, 

itu SOP-nya seperti apa, tentunya kita 

melakukan persiapan, memeriksa peralatan, 

kemudian setelah itu melihat situasi dan 

kondisi, setelah itu dikoordinasikan ya seperti 

itu. 

melakukan persiapan, memeriksa 

peralatan, kemudian melihat situasi 

dan kondisi, setelah itu 

dikoordinasikan.  

S, 43 

tahun 

Secara keseluruhan semuanya berjalan 

dengan standar operasional SOP yang telah 

kami susun. Terkhusus di wilayah kami, kami 

turun setelah kedaruratan melaksanakan 

tugasnya, assessmentnya, evakuasi. Data 

teman-teman di kedaruratan kami tampung, 

ambil data kemudian mencocokkan dengan 

data yang ada di kelurahan. 

Dalam pelaksanaan program 

penanggulangan banjir di seksi 

rehabilitasi dan rekonstruksi, SOP 

diterapkan dan berjalan dengan 

baik. 

 

B, 35 

tahun 

Iya, kita selalu berjalan sesuai dengan SOP 

yang berlaku karena di SOP itu kan tentu kan 

disitu ada keselamatannya anggota, safety-

nya termasuk, kemudian langkah-langkah 

yang harus dilakukan dan yang tidak. 

Termasuk dengan jalur koordinasinya. Itu 

selalu dilakukan disini. 

Pelaksanaan SOP selalu berjalan 

sesuai dengan SOP yang berlaku 

meliputi penggunaan APD pada 

saat penyelamatan, jalur koordinasi, 

dan langkah-langkah yang harus 

dilakukan dan yang tidak boleh 

dilakukan. 

HH, 44 

tahun 

Kalau kita selalu berdasarkan SOP.  Tim TRC BPBD dalam menjalankan 

tugasnya selalu berdasarkan SOP 

yang ada.  

A, 32 

tahun 

Jadi SOP-nya seperti itu. Tidak langsung 

turun BPBD-nya tapi menerima informasi dulu 

Pihak Kecamatan Ujung dalam 

melaksanakan program 
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dari kelurahan, kecamatan dan dia melakukan 

tindakan penyelamatan di lokasi. 

penanggulangan bencana banjir 

selalu mengikuti SOP yang ada.  

F, 36 

tahun 

Sesuai dengan SOP yang ada. SOP yang 

kami terapkan itu sesuai dengan dari 

pemerintah kota biasanya BPBD sudah ada 

SOP-SOP untuk penanggulangan banjir kami 

ini disitu. Untuk pasca banjir itu semuanya 

karena semuanya bermuara di BPBD jadi 

SOP yang kami laksanakan itu sesuai dengan 

SOP dari BPBD. 

Kecamatan Bacukiki Barat 

menerapkan SOP dari BPBD 

karena semuanya bermuara di 

BPBD. 

DH, 34 

tahun 

Sudah sesuai karena apalagi, itu semuanya 

instansi teknis turun bersama kami, bersama 

RW RT dan warga sekitar.  

Di Kecamatan Soreang, semua 

SOP sudah berjalan sesuai dengan 

SOP yang ada.  

SA, 43 

tahun 

Iya pastinya dan harus sesuai dengan SOP-

nya. Yang diterapkan SOP itu dari SKPD 

teknis bagaimana misalnya saat 

mengevakuasi warga karena termasuk 

kemarin saya ikuti pada saat mengevakuasi, 

bagaimana warga diini, dikasih pemahaman, 

mau dikasih naik ke perahu karetnya, 

kemudian bagaimana petugas 

mengamankan, mendampingi sampai ke 

tempat yang aman. Sesuai semua standar 

operasionalnya seperti itu. 

Di Kecamatan Bacukiki, semua 

pelaksanaan penanggulangan mulai 

dari pengevakuasian warga, 

pemberian pemahaman, sampai 

pada proses penyelamatan, 

semuanya sudah sesuai dengan 

standar operasional prosedur yang 

berlaku. 

RK, 40 

tahun 

Kita jalankan disini sesuai dengan SOP-nya.  Pihak kelurahan menjalankan 

sesuai dengan SOP yang ada.  
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NM, 40 

tahun 

Sesuai. Ya kalau standar operasional kan 

terutama keamanan. Keamanan apalagi 

menanggulangi bencana itu termasuk juga 

SOP. Selalu pasti ada. 

Di Kelurahan Watang Bacukiki, 

semua SOP sudah berjalan sesuai 

dengan adanya. 

SDS, 29 

tahun 

Saya rasa sesuai karena memang pada 

kenyatannya, standar operasional ya tetap 

tidak bisa dikesampingkan walaupun kita 

berkata banjir ini merupakan kejadian yang 

emergency tetap saya rasa sudah sesuai 

karena yang bekerja juga untuk penanganan 

banjir ini sesuai dengan bidangnya masing-

masing.  

Seluruh petugas dalam melakukan 

penyelamatan selalu mengikuti SOP 

yang ada mengingat SOP ini tidak 

boleh diabaikan dan menjadi 

pedoman dalam melakukan 

penyelamatan. 

ASN, 30 

tahun 

…dan harus menggunakan tali untuk keluar 

karena disitu sungainya terlalu tinggi yang di 

depan yang di depanji ini yang sungainya 

sangat tinggi jadi kita harus pakai tali 

dievakuasi keluar. 

Tali yang digunakan oleh 

masyarakat menjadi salah satu bukti 

bahwa pelaksanaan 

penanggulangan bencana banjir 

berjalan sesuai dengan SOP yang 

ada. 

 

3. OUTPUT 

Keberhasilan Program 

Informan Jawaban Informan Reduksi Kesimpulan 

IS, 57 

tahun 

Kalau untuk khusus untuk banjirnya sendiri, 

saya tidak bisa mengatakan bahwasanya ada 

penurunan karena itu tergantung dari apa ya, 

tergantung dari cuaca ataupun prediksi-

prediksi. Kalau outputnya untuk ke penurunan 

Penurunan kasus bencana banjir 

tidak dapat dikatakan menurun 

karena hal itu tergantung pada 

cuaca dan prediksi hujan di bulan-

bulan selanjutnya. Untuk output 

Keberhasilan program dengan 

tolak ukur adanya penurunan 

kasus banjir tidak dapat 

dikatakan berhasil karena 

kondisi geografis, prediksi alam 
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untuk apa namanya untuk masyarakat-

masyarakat setidaknya masyarakat sudah 

banyak yang lebih paham bahaya banjir. 

Sudah banyak yang paham bahwa 

bagaimana caranya untuk melakukan 

evakuasi mandiri karena kita selalu 

menyampaikan ke masyarakat. 

penurunan ke masyarakat, 

setidaknya masyarakat sudah 

banyak yang paham akan bahaya 

banjir dan bagaimana cara untuk 

melakukan evakuasi mandiri.  

yang tidak dapat dikontrol, 

serta akibat dari ulah manusia 

itu sendiri sehingga bencana 

banjir tetap terjadi di beberapa 

wilayah. Namun, pihak BPBD 

sendiri telah melakukan 

serangkaian upaya untuk 

memitigasi dan meminimalisir 

terjadinya bencana banjir yang 

dapat merugikan harta benda 

dan memakan korban jiwa. 

Contohnya adalah kegiatan 

memberikan edukasi kepada 

warga bagaimana cara 

melakukan evakuasi mandiri 

ketika terjadi banjir. Di 

beberapa kecamatan dan 

kelurahan terdapat penurunan 

kasus banjir setelah adanya 

program-program 

penanggulangan yang telah 

dilakukan baik dari pemerintah 

Kota Parepare, BPBD, SKPD 

terkait, pihak kecamatan dan 

kelurahan, serta dari 

masyarakat itu sendiri. 

EH, 41 

tahun 

Tentunya kalau kita berpikir bahwa terkait 

dengan program yang kita laksanakan 

dengan menurunnya intensitas kejadian 

bencana kayaknya tidak ada pengaruhnya 

karena yang kita laksanakan di bagian 

pencegahan kesiapsiagaan itu adalah 

memprogramkan kegiatan apa yang akan kita 

lakukan tapi karena kondisi alam, kondisi 

alam yang semakin tahun semakin tua, kita 

juga tidak bisa prediksi ke depannya banjir ini 

seperti apa, tetap kita melakukan 

perencanaan, tetap kita melakukan 

kesiapsiagaan… 

Intensitas kejadian banjir tidak dapat 

dikatakan menurun karena kondisi 

alam yang sudah semakin tua. 

Namun, pihak BPBD tetap 

melakukan perencanaan dan 

kesiapsiagaan, serta langkah-

langkah untuk memitigasi 

datangnya bencana banjir. 

R, 40 

tahun 

Intensitas cuaca, intensitas hujan itu lebat. 

Beda memang karena musibah kita taumi 

yang namanya musibah, kita tidak tau dan itu 

pun datangnya malam. Jadi proses terkait 

kedaruratan kita maksimalkan untuk kegiatan 

itu. Untuk penanggulangan banjirnya ini ya 

tentu kami dari BPBD berupaya bagaimana 

hal itu supaya meminimalisir korban atau 

Intensitas cuaca tidak dapat 

diprediksi. Meskipun begitu, pihak 

BPBD tetap melakukan upaya-

upaya untuk meminimalisir 

terjadinya korban jiwa ketika terjadi 

banjir dengan kegiatan yang 

berkelanjutan. 
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apabila datang hujan deras seperti itu ada 

penanganan yang bisa berubah ya. Output 

daripada kegiatan-kegiatan yang 

berkelanjutan. 

S, 43 

tahun 

Oh kita belum bisa bicara sekarang dek 

karena baru dalam tahap perencanaan dan 

pembangunan. Jadi kita belum bisa 

memprediksi tapi mudah-mudahan ke depan 

ini APBN turun, kita mencoba merekonstruksi 

kembali tanggul yang ada maka mudah-

mudahan daerah utara juga bisa, kita sudah 

mempunyai perencanaan untuk 

membendung daerah utara khusus untuk 

rehab rekon ya. 

Keberhasilan program belum dapat 

diukur karena masih dalam tahap 

perencanaan dan pembangunan. 

Upaya-upaya yang dilakukan juga 

sudah direncanakan seperti 

rekonstruksi tanggul. 

B, 35 

tahun 

Kalau di Parepare karena melihat 

Pembangunan makin bertambah makin 

bertambah juga banjirnya. Bukan penurunan, 

malah bertambah karena dilihat dari awal, dari 

sejak tahun awal sebelum banyak bangunan 

itu banjir nda terlalu tinggi.  

Melihat Pembangunan yang 

semakin banyak di Kota Parepare 

maka makin bertambah pula 

intensitas banjir yang terjadi.  

HH, 44 

tahun 

Kalau barometernya belum bisa kita anu 

kalau barometer seperti itu. Cuma kan yang 

terdampak kemarin, informasi ya, dari yang 

sebelumnya kesini yang ini kemarin agak 

parah ini karena banyak kena perumahan.  

Belum ada barometer yang bisa 

dijadikan sebagai tolak ukur untuk 

menilai adanya penurunan kasus 

banjir di Kota Parepare.  

A, 32 

tahun 

Saya belum bisa apa ya, saya belum bisa 

melakukan penilaian. Ini kan sudah pasca 

banjir yang sangat mengejutkan Februari ini, 

Pihak kecamatan belum bisa 

memberikan penilaian apakah ada 

penurunan kasus banjir di 



107 

 

 

dari kepolisian sudah melakukan 

pembekalan, dari tim SAR sudah melakukan 

pembekalan. Kita sudah bekali semua 

masyarakat. Nanti kita lihat, semoga tidak 

terjadi banjir ya. Walaupun terjadi banjir, kita 

lihat. Apakah edukasi dan pelatihan yang 

sudah kita berikan ke masyarakat ini sudah 

dijalankan dengan baik. 

wilayahnya. Namun, upaya-upaya 

penanganan seperti pelatihan, 

sosialisasi, dan pembekalan sudah 

sering dilakukan sehingga 

pemerintah kecamatan berharap 

edukasi dan pelatihan tersebut 

dapat meminimalisir korban jiwa dan 

kerugian harta benda jika memang 

terjadi banjir ke depannya. 

F, 36 

tahun 

Arah perubahannya seperti tadi yang kami 

sampaikan di awallah bahwa tetap untuk 

meminimalkan apa banjir yang ada di wilayah 

tersebut. Jadi tentunya kami juga berharap 

bahwa apa gaya hidup dari masyarakat ini 

mungkin untuk tidak membuang sampah di 

apa, nda membuang sampah di sembarangan 

tempat. Dengan itu, itu sebanding dengan 

program-program pembangunan-

pembangunan yang sementara dilakukan 

oleh pemerintah kota. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah seperti pembangunan-

pembangunan sebaiknya didukung 

oleh tindakan dan gaya hidup 

masyarakat yang menjaga dan 

melestarikan lingkungan, 

sesederhana membuang sampah 

pada tempatnya. 

DH, 34 

tahun 

Perubahannya itu tadi. Beda sekali pada saat 

yang dulu. Alhamdulillah memang perubahan 

sangat luar biasa buat kami bersama tim 

teknis dalam melakukan penanganan 

bencana. 

Banyak terjadi perubahan posiitif di 

Kecamatan Soreang terkait 

kolaborasi dengan dinas teknis. 

Upaya sinergitas semakin kuat 

dibandingkan tahun-tahun 

sebelumnya.  
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SA, 43 

tahun 

Kalau dari segi penurunan banjir itu kan alam 

ya. Cuman setelah kejadian kemarin ini 

Februari sampai sekarang alhamdulillah tidak 

ada lagi kejadian banjir.  

Belum bisa melakukan penilaian 

apakah ada penurunan kasus banjir 

karena hujan tidak dapat diprediksi.  

RK, 40 

tahun 

Iya alhamdulillah ada penurunannya, ada. 

Karena penurunannya itu banjir itu tadi saya 

bilang bahwa masyarakat juga diimbau untuk 

membersihkan semua halamannya. Jangan 

sampai itu got-got itu tersumbat atau apa, 

itumi yang sebenarnya mengurangi anu 

banjir. Sudah dilaksanakan setiap hari Jumat 

diimbau warga. 

Dari Kelurahan Lapadde sendiri 

menyatakan ada penurunan kasus 

banjir dibantu dengan masifnya 

program-program pencegahan 

terjadinya banjir seperti 

pembersihan got yang dilaksanakan 

setiap hari Jumat. 

NM, 40 

tahun 

Kalau penanganannya, kalau banjirnya kami 

kan tidak bisa tahu apakah hari ini atau tidak, 

mau banjir atau tidak kan kita tidak bisa tahu, 

alam yang menentukan. Tapi kalau untuk 

penanganannya alhamdulillah karena setiap 

ada kegiatan dan sosialisasi yang tadi 

dimaksud, kita bisa tekan, kita bisa jawablah 

istilahnya bahwa oh kalau banjir begini saya 

harus begitu.  

Untuk penanganan banjir sudah 

maksimal dilakukan tetapi untuk 

kasus banjir tidak dapat diprediksi 

karena berasal dari alam. 

SDS, 29 

tahun 

Betul. Seperti saya bilang di awal tadi, output 

dari program pemerintah ini betul-betul terasa 

di masyarakat walaupun tidak 100%. Setelah 

dilakukan program penanggulangan banjir di 

Lumpue berupa pembangunan fisik, ada 

perubahan drastis. Dulu tidak. Biar hujan dua 

jam, banjir. Sekarang tidak karena aliran air 

Output dan perubahan sangat 

terasa di Masyarakat Kelurahan 

Lumpue melalui program-program 

pemerintah walaupun belum 100%. 

Perubahan drastis terjadi setelah 

adanya pembangunan fisik dan 

perbaikan drainase serta gorong-
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sudah mencukupi, sudah bisa mengalirkan 

volume air apabila hujan ini tidak, apabila 

hujannya stop satu jam berarti satu jam 

berhenti, tapi kalau non-stop tetap banjir 

cuma maksimal tiga hari. 

gorong. Durasi waktu untuk air 

banjir surut menjadi berkurang 

dibandingkan sebelum adanya 

perbaikan drainase dan 

pembangunan fisik. 

MTH, 45 

tahun 

… tapi pemerintah sudah adami juga banyak 

nakerja, drainase-drainase, agak 

mendinganmi agak mendingan sedikit. 

Mudah-mudahan ini tahun dikerjami juga ini 

anu gorong-gorong tembus ke laut ini karena 

rencana bantuan dari pusat itu ini tahun 

dikerja yang gorong-gorongnya. 

Pembangunan fisik dari pemerintah 

daerah telah terealisasikan berupa 

perbaikan drainase. Masyarakat 

berharap pengerjaan gorong-

gorong juga segera dilaksanakan.   

BA, 43 

tahun 

Sebenarnya antisipasi ini kalau itu kemarin 

warga sebenarnya itu jangan membuang 

sampah sembarangan itu karena kan 

menyumbat saluran air tapi karena adami dari 

mungkin dari PU Provinsi itu sepanjang jalan 

itu dibersihkan saluran-saluran airnya. 

Kemudian ada kan penanaman pohon juga ini 

sudah warga masyarakat apa, pemerintah 

setempat ini sudah menanam pohon untuk 

menanggulangi bencana banjir. 

Beragam upaya telah dilakukan baik 

dari pemerintah maupun 

masyarakat itu sendiri perihal 

mengantisipasi kejadian banjir agar 

tidak terulang kemnali. 

ASN, 30 

tahun 

Artinya harus ada kerja sama sebenarnya dari 

pihak developer dengan pihak pemerintah 

karena kalau pihak pemerintah saja turun 

tangan tanpa ada dari developer tidak akan 

jalan jadi harus bekerja sama supaya apa 

bekerja sama membuatkan fasilitas untuk 

Masyarakat berharap adanya 

tindakan dari pemerintah maupun 

pihak developer perumahan agar 

ada pembangunan fisik yang 

dilakukan untuk mencegah banjir 

terjadi lagi. 
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mencegah itu banjir. Itu tanggul memang itu 

perlu saya kira. 

 

 


